
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.237, 2021 BNPB. . Klasifikasi Arsip. Jadwal Retensi Arsip. 

Sistem Klasifikasi Keamanan. Akses Arsip 

Dinamis.  

 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

 KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI 

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis 

yang efektif dan efisien di pencipta arsip membuat 

instrumen tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal 

retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses 

arsip dinamis; 

 b. bahwa keempat instrumen pengelolaan arsip dinamis 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 

syarat awal terciptanya pengelolaan arsip dinamis dengan 

baik; 

 c. bahwa jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a telah memperoleh persetujuan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-

PK.02.09/4/2021 tanggal 26 Januari 2021; 

 d.  bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Jadwal Retensi Keuangan Badan Nasional 
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Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 

2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai 

Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non 

Keuangan dan Non Kepegawaian Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan 

Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana dipandang sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi 

sehingga perlu diganti; 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, 

dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 235); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip 

Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Arsip 

Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 254); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Penanggulangan 

Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 665); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang  Pedoman Retensi Arsip 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1128); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1819); 

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
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Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1156); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

TENTANG KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP 

DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas 

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi 

kearsipan. 

4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 

suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu 

menyusun tata letak identitas arsip. 

5. Jenis arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur 

dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan 
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secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari 

kegiatan yang sama. 

6. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses penyelengaraan 

arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistem meliputi 

penciptaan, pengunaan dan pemeliharaan, serta 

penyusutan arsip. 

7. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam 

suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan 

logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga 

menjadi satu berkas karena memiliki hubungan 

informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari 

suatu unit kerja. 

8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah 

pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan 

pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan 

terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan 

perorangan. 

9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian 

pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip 

untuk mempermudah pemanfaatan arsip. 

10. Pengamanan arsip adalah program perlindungan 

terhadap fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi 

keamanannya. 

11. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip 

yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh 

publik tidak merugikan siapapun. 

12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan 

negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban 

umum. 

13. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip 

yang yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak 

dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau 

keselamatan bangsa. 
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